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ABSTRAK 
 
 
SULIS AFRIYANI, S351408043 2017. PEMBATALAN PUTUSAN BADAN 
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM 
SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. (ANALISIS PUTUSAN 
404/PDT.G/2013/PN. JKT.PST), 
 
 Penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Negeri terhadap Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah 
dan dasar Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase 
Syariah Menurut Undang-Undang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat 
preskriptif dengan mengunakan pendekatan normatif-terapan. Jenis bahan hukum 
yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data 
dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum 
menjadi kasus yang bersifat individual.  
Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa eksekusi dan 
pembatalan putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan agama dan 
harus diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang–Undang No. 3 Tahun 2006 
Tentang Peradilan Agama sesuai dengan asas lex posteriori derogat legi priori 
dan lex  specialis derogat legi generali dan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 
3 tahun 2006 yang didukung dengan adanya relevansi dengan Basyarnas berupa 
prinsip syariah yang digunakan dalam menyelesaikan perkara, subjeknya adalah 
orang-orang Islam, orang atau Badan Hukum yang menundukkan diri terhadap 
hukum Islam, serta objek perkaranya berupa perkara sengketa ekonomi syariah, 
maka lembaga yang sesuai dan linier dengan ideologi, filosofi serta persamaan 
subjek dan objek hukumnya adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama. 
Kedua, Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama telah 
melampaui kompetensinya karena pasal 71 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 
: Permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan kepada Panitera Pengadilan 
Negeri, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 Undang – 
Undang No. 3 Tahun 2006 adalah kewenangan tentang Sengketa Perbankan 
Syariah yang merupakan pertimbangan hakim 
 
Kata kunci : Arbitrase, Putusan Arbitrase, Arbitrase Syariah 
ix 
ABSTRACT 
SULIS AFRIYANI., S351408043.2017. THE CANCELLATION OF THE 
NATIONAL SHARIA BOARD OF ARBITRATION 
VERDICT (BASYARNAS) IN ISLAMIC BANKING DISPUTES . 
 
 This research was to know The seat of the Court and the District Court 
against the execution and cancellation of Sharia Arbitration Ruling and basic 
Legal Considerations the judge regarding the cancellation of Sharia 
Arbitration Ruling according to the law of arbitration and alternative dispute 
resolution. 
This research includes research type of normative law. This research is both 
prescriptive approach by using the normative-applied. Types of legal 
materials used materials consists of primary law and secondary law 
materials. Data collection techniques are used, namely through the study of 
librarianship. Data analysis technique used is using the technique of data 
analysis with deductive logic, namely to draw conclusions from the 
impersonal nature of the case be individually.  
From the research that has been done is obtained the results of that 
execution and annulment of the arbitration award shall be the Court the 
authority of Islamic religion and must be resolved on the basis of the 
provisions of the Law No. 3 – the year 2006 About religious courts in 
accordance with the principle of lex posteriori derogat legi 
priori and lex derogat legi generali specialists and Article 49 the letter i 
Act No.3 years 2006 is supported by the existence of relevance to the 
Basyarnas form of sharia principles used in resolving the matter, the subject 
is the people of Islam, the person or legal entity that subjecting themselves 
against Islamic law, as well as objects: the form of Sharia economic dispute 
litigation, then the appropriate institutions and linear with ideology, 
philosophy and the equation of the subject and object of the law was the Court 
in religious courts. 
Second, the judge held that the Court rulings of the religion have exceeded 
the competencies because article 71 the legislation – Act No. 30 of 1999: the 
application for annulment of the arbitration must be filed with the clerk of the 
District Court, while the Religious Court authority According to article 49 
Legislation – Act No. 3 of the year 2006 is a Dispute about the authority of 
Islamic banking which is the consideration of the judge 
. 
 
Keywords: Arbitration, The Arbitration Ruling, Sharia Arbitration 
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